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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Solok tentang Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Kota Solok Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O08 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (trmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O9 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara

Nomor 5O38);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun

20 l5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun

20l5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang

Pemilihan Umum (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik...
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Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32Ol

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PE.IABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

TAHUN 2023.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Solok Tahun 2023.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik

pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun

2023 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU,

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

Menetapkan

KESATU

KEDUA



KRTIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan

Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 1 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

sesuai dengan aslinya
KOMTSI PEMILIHAN UMUM

K
Bagian Hukum dan SDM,
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I
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK PADA PE.IABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK
PUABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMEI{TA5I (PPIO)

KPU KOTA SOLOK

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. PKPU No. 10 Tahun 2O18 tentang
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi MasYarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

3, Keputusan KPU Nomor
88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang
SOP Pengelolaan dan PelaYanan
Informasi Pubtk di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum

1 Tahun 2O23Nomor sOP
2023

1Tanggal Pengesahan
SI PEMILIHAN UMUM
SOLOK,

N

OMI

2
uf
0,

Disahkan Oleh

RMASI PUBLIK PPIDNama SOP
Jumlah PelaksanaKualifikasi Pelaksana
Minimal 2 Oranga Memiliki kemampuan administrasi dan

pelayanan informasi
a Mampu menangani pemohon dengan aktif
o Mengetahui informasi kepemiluan dan

kelembagaan

Peralatan / PerlengkaPanKeterkaitan
Ruang pelayanan informasi, komputer, meja,
telp, faksimili, printer

kursi, rak informasi,PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

Pencatatan dan PendataanPeringatan
I
2

Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan
(Harian dan Bulanan)[,aporan

Prosedur ini wajib dilaksanalan sesuai
alur kegiatan

No Uraian Prosdur
Pelaksana Mutu Baku

Ket
Pemohon

Atasan
PPID

PPID
Desk

Pelayanan
Persyaratan Output

I Pemohon informasi
datang dengan
mengisi formulir
permohonan
informasi atau
melalui surat,
email, telpon dan e-
PPID KPU Kota
Soiok

I I Kartu identitas,
akte notaris, dok
pengesahan
badan publik

Data pemohon
terisi, Pemohon
memenuhi
syarat

2 Desk pelayanan
menginformasikar
kepada pemohon
terkait informasi
yang diminta

Data tersedia
hardcopy/
softcopy

Tanda terima

3 Desk pelayanan
menginformasikan
informasi yartg
dikecualikan

v Pemohon
terinfokan

4 Jika in{ormasi yang
dimohon tidal<
dapat diberikan
langsung, desk
pelayanan
berkoordinasi
dengan Kasubag
(Pejabat PPID) &
tim penehubung

\y Nota Dinas/
Disposisi/
Araharr

Pemberitahuan
tertulis

5 Pemohon menerima
tanda terima/
pemberitahuan
tertulis apabila
informasi bisa
diterima atau tidak

L_> Klasifikasi data
yang dapat
diberikan/ tidak

tanda terima
data/
pemberitahuarr
tertulis

6 Desk pelayalan
mengupdate
register pelayanan
informasi apabila
telah selesai

I Update register
pelayanal
informasi

7 Supenrisi kegiatan
oleh pejabat PPID

<_l Data
pelayanan

update Data layanan
harian

8 Pelaporan Kegiatan I J Data update Laporan
Bulanan

Dasar Hukum

Tanggal P€mbuatan l Oktober

---------->


